WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA
PAREPARE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PAREPARE,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare
pada PT. Bank Sulselbar;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan”;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kota Parepare pada perseroan
Terbatas Bank Sulselbar.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 2387) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 2901);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
3851);

5.Undang-Undang ................
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4628);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksaan Keuangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia TAhun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4654);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3617);

16.Peraturan ..............
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi selatan Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2006 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 4607);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DPRD dan Informasi Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintaha Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
selatan Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4737);

/26. Peraturan ..........
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 4738);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
selatan Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5219);

28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);

29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota
Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 11
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare
Nomor 74);

31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota
Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar
(Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KOTA PAREPARE PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK SULSELBAR.

Pasal l

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kota Parepare pada Perseroan
Terbatas Bank Sulselbar sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga keselurahan
pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar maksimal sebesar
Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

(2) Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar sampai dengan Tahun 2015
sebesar Rp. 12.647.000.000,- (Dua Belas Milyar enam ratus empat puluh
tujuh juta rupiah)

(3) Penyertaan ................
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(4) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dan
paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal
penyertaan modal.

(5) Pengganggaran Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana
dimaksdu pada ayat (3) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setiap tahun

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 30 Juni 2016

WALIKOTA P R{EPARE,

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

(\1

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK. HAM. 7. 49.16 tanggal 28 Juni 2016



